F.1.10.R.017

Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Nomor: | b /SKIDUAM/I2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

®

DI LNGKUNGAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA
Direksi PT Pupuk iskandar Muda

bahwa PT Pupuk Indonesia (Perserc) telah menetapkan Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Indonesia
(Persero) dan menjadi acuan bagi seluruh Anak Peruszhaan PT Pupuk
Indonesia (Persero);

bahwa unfuk memperkuat posisi perusahaan daiam menghadap
persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi delam
mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang
secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan para stakeholder dan
bebas dar benturan kepentingan maka diperiukan komitmen pelaksanaan
Good Corporate Govemance (GCG} yang konsisten, terib dan
berkelanjutan;

bahwa perkembangan dunia bisnis saat ini menuntut respon proaktif dari
perusahaan, dan dalam peleksanaan kegiatan disnis pada umumnya
tidak terlepas dari hubungan dan inferaksi antara berbagai pihak, baik
infemal maupun ekstemal yang memungkinkan teqadinya benturan
kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, periu
diterbitkan Surat Keputusan Direksi. S

Akta Notaris Soeleman Ardiasasmita, SH Nomor 54 Tanggal 24 Februasi
1982 tentang pendirian PT Pupuk iskandar Muda, yang teiah beberapa
kel disempurnakan dan terskhir dengan Akfa Netaris Lumassie, SH
Nomor 2 Tanggal 9 Agustus 2016;

Akta Motaris Lumassia, SH Nomor 04 Tanggal 13 Januar 2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direxsi PT Pupuk Iskandar
Muda, yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat
Nomor AHU-AH.01.03-0003484 tanggal 16 Januari 2015;

Surat Edaran PT Pupuk indonesia (Persero) Nomor SE-09/XI2015
tanggal 10 November 2015, perihal Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Indonesia {Persero).
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Saiinan

MEMUTUSKAN

Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Iskandar Muda.

- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk

Iskandar Muda mengacu pada Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Membatalkan seluruh ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan

Int.

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur
tersendifi dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

Dewan Komisaris
Direksi
Seluruh General Manager/Kepala SPY/Sekretaris Perusahaan/Staf Utama

Seluruh Karyawan/Karyawati
Arsip

Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : Februar 2017

T

BT PUPUK ISKANDAR MUDA

.

Achmad Fadhiel
({ Direkiur Utama /A
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& PUPUK
INDONESIA

HOLDING COMPANY

Jakarta, 1¢ November 2015

Kepada Yth. -
- Direktur Utama PT Petrokimia Gresik

- Direktur Utama PT Pupuk Kujang

- Direictur Utarta PT Puptik Kalimantan Timur

. Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda

- Direktar Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palerbang
- Direktur Utama PT Rekayasa Industri

- Direktur Utama PT Mega Eltra

- Direktur Utama PT PT Logistik

- Direktar Utama PT PI Pangan

- Direktur Utama PT Pl Energi

di tempat

Perihal . Pedomsn Penanganan Benturan Kepentingan

SURAT EDARAN
Nomor: SE-..0%........ . /X12015

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) ¢i
linglamgan PT Pupuk Indonesia (Perserc) dan seluruh Anak Perusabaan, bersama ini kami kirirokan
Salinan Surat Keputusan Direksi PT Popuk Indonesia (Persero) mengenai FPedomam
Peoapganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar menjadi
acuan daJam penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Anak Perusahaan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan rerjasamanya karmi ucapkan terima kasih.

Hormat kend,
PT. Pupuk Indonesia (Persero)

L
NOLOING COMPANY

Arifin Tasyif
Direkfur Utama

Tembusan :
- Deswan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
. Dewag Komiseris PT Petrokimia Gresik
. Dewan Konmsaris PT Pupuk Kajang
- Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur
. Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda
- Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
. Dewan Komisaris PT Rekayasa Industri
. Dewan Komisaris PT Mega Eltra
. Dewan Romisads PT P Logistik
- Dewan Komisaris PT PI Pangan
- Dewan Komisaris PT PI Energi
- Arsip,
PT PUPI::_J{K INDONESIA (Perseara)

Telepon 1 021-53864800.

Faxsimil! : 021-8480607, 021-5482455
Websie » wwrw, pupik-indonesia. com
Enod + info@pupuk-indenesis ooi0
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Jakarta, 1C November 2015

Kepada Yth. -
. Direktur Utamsa PT Petrokimia Gresik

- Direktur Utama PT Pupuk Kujang

. Direktur Utanta PT Pupuk Kalimantan Tior

- Direkiur Utama PT Pupuk Iskandar Muda

- Direktur Utama FT Pupuk Sriwidjaja Palersbang
- Direktur Utama PT Rekayasa Industri

- Direldur Utama PT Mega Eltra

- Direktur Utama PT PI Logistik

- Direltar Utama PT P1Pangan

- Direktur Utama PT PI Energi

di tempat

Perihal . Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

SURAT EDARAN
Nomor; SE-..0% ... « /XJ2015

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di
linglumgan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan seluruh Anak Perusahaan, bersama ini kami kirirakan
Salinan Surat Keputussn Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai Pedoman
Penanganan Benturan Kepeatingan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar menjadi
acuan dwam penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Anak Perusahaan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,

Hormat kand,
PT. Pupuk Indonem {Perserc)

.
NOLOING COMPANY

Arifin Tasyif
Direkiur Utarns

Tembusan :

- Deswan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
Dewar Komisars PT Petrokimia Gresik

Dewan Konmsaris PT Pupuk Kajang

Dewan Komisaris PT Pupnk Kalimantan Timar
- Dewan Komisaris PT Pupuk Tskandar Muda

. Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
. Dewan Komisaris PT Rekayasa Industri

. Dewan Komisaris PT Mega Eltra

. Dewan Romisars PT P{ Logistilk

- Dewan Komisaris PT FI Pangan

- Dewan Komisaris PT PI Energi

PT PUPUK INDONESIA (Perssra)
Gedung Pusii

1. Toman Anggred Hemsnggisen Jayd

Jaxane 11462

Telepon 1 021-53864800.

Faxsimil! + 021-8480607, 021-5482455
Webse  wvrw, pupuk-indonesia. com
Enod + info@pupuk-inderesis coin
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INDONESIA
HOLDIUG COMPANY SALINAN

SURAT KEPUTUSAN

UPUK INDONE O
Nomor : SK/DIR/ 047 /2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERQ)

DIREKSI PT PUPUK INDONESIA (PERSERQ),

Menimbang . a Bahwa untak memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi
persaingan usaha, mepingkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
mengelola sumber dayz. memaksimalkan nilai dalam jangka panjang
secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan para stakeholders
dan bebas dari benturan kepentingan maka diperlikan komitmen
pelaksanaan Goed Carporate Governarce (GCG) yang konsisten,
tertib dan berkelanjutan.

dari perusahean, dan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis pada

tentang Pedoman Benturan Kepentingan di linglamgan PT Pupuk
Indonesia (Persero)

Mengingat . 1. Undeng-undang Republk Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tenzng
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas deri Karupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahugo 2001
Perubshan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 temtang
Pemberantasan Tindak Pidaba Korupsi; v
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan ‘Usaba Milik
Negare (lembarsn Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lemberan Negara Nomeor 4297);
4. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Peraturan Pemerintah Republik Indogesiza Nomor 45 Tahun 2005
tanggal 25 Oltober tentang Pendirien, Pengurusan, Pengawasan dan
Pembubaran Badan Uszhz Milik Negara;
Instruksi Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi tahum 2015
7. Peraturan Menteri Negara Badan Useha Milik Negara Nomor : PER-
01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pade Badan
Usaha Milik Negara;

w
N
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PT PUl;lﬂ}K INDONESIA (Persero}

Teiepon. ; 021638654200

Faxskoil 2 021-B480€07, (21-5462485
Webgita + www.pupuk. indonesia com
£t ialod pupul indomesid com




8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Persercan (Persero) PT Pupuk
Sriwidjaja Nomor: KEP-149/MBU/Z010 tangegal 02 Agustus 2010
tentang Pemberhentian Dan Pergangketan Anggota—Anggota Dircksi
Perusahaan Perseroan {Perserc) PT Pupuk Sriwidjaja jo. Keputusan
Menteri Negara Badag Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perserosn (Perserc) PT Pupuk
Indonesia Nomor SK-135/MBUA8/2015 tanggai 4 Agustus 2015
tentang Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatao Anggota-
anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia;

9. Surat Kementerian BUMN Nomor S-142/8 MBU.2/7/2015 tanggal 31
Juli 2015 tenfang Pemysmpaian Salinan Persturan Meateri BUMN
Nomor : PER-OL/MBU/G1/2015 tentang Pedoman Pepanganan
Benturen Kepeatingan di Lingkungsn Kementerian BUMN dan
Himbauan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Untuk
Membuat Peraturan dan‘atay Sistem Terkait Penenganan Bevturan
Kepentingan di Lingkungan BUMN;

10. Alkta Nomor: 4 tanggal 3 Japuari 1970, tenteng Pendirian PT Pupuk
Sriwidjaja {Persero) yang dibuat di hadapan Socleman Ardjasasmita,
SH., Notaris di Jakarta sebagairaanz yang telzh beberapa kali diuhah,
dan terakhir dengan Akta Nomor: 03 tanggal 3 April 2012 tentang
Perubahan Nama dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pupuk Sriwijaja (Perserc) dan dan Akta Nomor: 14 tanggal 26
April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk ndonesia, keduanya
dibuat dihadapan Nanda Feuz Iwan, SH., MXn., Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalni Keputusan Nomor: ARU-
17695.AH.01.02 Tahun 2012 fanggal 5 April 2012 serta
pemberitahuanaya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
Hek Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surst Nomor:
AHU-AH.0 1.10-17728 tanggal 7 Mei 2013;

11. Akia Nomor 54 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pemisahen
Sebagian Aktiva dan Pasiva (spin-off) PT Pupuk Sriwidjaje (Persero)
kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat di hadapan
Fathihah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; J

12, Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero} Nomor
SK/DIR/012/2013 tanggal 19 Februari 2013 teatang Penerapan Tata
Kelola Porusabaan yang Baik (Good Corporate Gavernance) di
Lingknngan PT Pupuk Indonesia (Persera);

MEMUTUSEAN

Menetapkan . KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PUPUK INDONESLA
(PERSERO)

PERTAMA :  Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
PT Pupuk Indonesia (Persero) dan menjadi acuan bagi seluruh Anak
Perusahaan, sebagaimana tercanfum dalam lampiran Keputusan Direksi
ini.




KEDUA . Mewsjibkas semua insan PT Pupuk Indomesia (Perscro) untuk
memenuhi ketentuan mengenai Bemuran Kepentingan .

KETIGA .+ Keputusan Direksi ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Hal-ha! lain yang belum cokup distur di dalam Surat Keputusan ini akan

diztur dengan Surat Keputusan tersendiri dan apabila terdapat kesalahan
manpun kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubaban afau

Salinan . Surat Keputusan ini disampaikan kepaca :

Diveksi (5 x)

2
3. Selurah General Manager/Kepala SPI/Sekretaris Perusahaan/Staf

Utama Direktur Utama

4, Sehuruh Karyawan/Karyawati

5. Arsip

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 201 5
OLEH

KOMPARTEMEN TATA KELOLA

KORPORAT & MANAJEMEN RISIKO

" ¥ S

oa ey

HOLDING COMPANY

_DONI MUHARDIANSYAH
GM TATA KELOLA KORPORAT &
MANATEMEN RISIKO

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

d.io

TAS
DIREKTUR UTAMA




Lampirer SK Direks! No : SK/DIR047/2015

Tentang Pedoman Penanganar Benturan Kepentngan
PT Pupuk Indonesia (Persero)

Ral 1 darl S

PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PUPUK
INDONESIA

HOLRING COMPANY

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TAHUN 2015




Lampiran SK Direks! Na + SK/DIR/04? [2015
Twmq?edmnmpqmgmmaamn Kepentingan
PT Pupuk Indonesia {Persero)

Hal 2 deri 9

TUJUAN

1.1

Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan unfuk memahami, mencegah dan menanggulangi
benturan Xepentingan di lingkungan Perusahaan.

Mengiptakan lingkungan yang transparan dan gikuntabel untuk menduiomg terciptanya
good corporate governance di lingkungan Perusahazn, yang bebas dari segala bentuk
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

RUANG LINGKU?

Pedoman ini mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam bemturan kepentingan dan
mekanisme pelaporannya di linglungan Perusahaan.

PENGERTIAN/DEFINISI

5

3.2
3.3.

35.

1.6.
37

Benturan Kepentingan {(conflict of inferest), adalzh situasi atan kondisi vang dihadapi

Insan Perusshaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi

dapat disalahgunakan, baik sengaja meupun tidak sengaja, uptuk kepentingan lain

sehingga dspat mempengaruhl kualitas kepumsannye, serta kinesja hasil keputusarn

tersebut yang depat merngikan bagi Perusahaan.

Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P besar adalah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Anak Perusahsan adalah seluruh perusshaan yang bernaung dibawah PT Pupuk indonesia

(Persero} yaitu : PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujeng, PT Pupuk Kalimantan Timur,

PT Pupuk iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT

MegaElta,YrPupuk{ndoncsiaLOgisﬁk,FrPupukmdonesiaBnagi,FrPupuk

Indonesia Pangan, dan Anak Perusahaan yarg akan dibentk kemudian dengan ketentuan:

a. Kepemilikan langsung atau tidak langsung Yebih dari 50% (Jima puluh persen)
danfetay memillki kendali eias kebijakan finansial dan operasignal perusahzan
tersebut. W

b. Perusahazn terafiliesi yang sabammye lebih dari 50% (lima poluh perser) dimilikd
oleh ansk perusahasn atau gabungan anak perusahaan

Insan Perusahaan adalah Dewean Komisaris, Direkst, Organ Pendukung Dewan Komisaris,

seluruh pegawai yang bekerja dan ates pama Perusahaan.

Atasan Langsung adalah orang yarg memitiki pangkat atau jabatan baik dalam struktur

Perusahaan maupun dalam strukitr Tim yang dibentuk Perusahaan yang berkedudukan

lebih tinggt den mempunyai kewenangao langsung terhadap bawahannya.

Keluargs inti adalah suamt atan isteri dan anak-anak dari Insan Perusahaan.

Good Corporate Governarnce (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses

dan mekanisme pengelolasn perusahaan berlandaskan persturan perundang-undangan dan

atika berusaha.




3.8

3.9

3.10.

3.11.

Lampiran SK Direks! No : SK/DIR/D47 /2005

Tentang Perdoman Penanganen Benturan Kepentingan
P Pupuk Indunesla (Persero)

Hal 3 darl 8

Pelapor adaish Insan Perusshaau baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan pekeda
yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan serta personil yang bekeria di lingkungan
Derusahaan yang melaporkan adany situasi atau kondisi bemturan kepentingan d
Perusahgan.

Code of Conduct (CoC) Perusahaan adalzh pedoman yang menjelaskan etika useha dan
tata perilaku Insan Perusahasn wntuk melaksanakan praktek-praktek pengelolzap
perusahasn yang baik.

Code of Corporate Governance (CoCG) Perusahaan adalah pedoman yang menjelaskan
struktur dan proses yang digunskan oleh Organ Perusehaan untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudken nilai Pemegang Sabam dalam
jangka waktu panjang dengan tetap wemperhatikan kepentingan stakeholder lainnya
Pihak Ketigz adalah orang persecrangan dar/stan badan hukum yang memiliki atau tidak
memiliki hubungon bisnis dengan Perusahaan atay merupakan pesaing Perusahaan
sermesuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank coumterpart
maupun mitra kerjs Pihak Ketiga.

REFERENSI

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,
4.5

4.6.

47.

4.8,

4.9.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tatum 1999 teniang Penyelenggaraan
Negera Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undzang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubshan ates Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidena Korupsi;
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Ussha Milik Negara;

Undang-nndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomot 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober
tertang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaren Badan Usaba Milik Negara;
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi;

Peratura Menteri Negara Baden Usaha Milik Negara MNomor : PER-01/MBU/2011
tangga! | Agustus 2011 tenang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporafe Governance) pada Badan Usaha Miiik Negara;

Surat Kementerian BUMN Nomor $-142/8 MBU.2/7/2015 tanggel 31 Juli 2015 tentang
Peayarapaian Salinan Peraturan Menteri BUMN Nemor : PER-CI/MBU/01/2015 tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN dan
Himbauan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Unruk Membuat Peraiuran
dan/atau Sistem Terkait Penenganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BUMN;

Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indomesia {Persero) Nomor SK/DIR/012/2013 tanggal
19 Februari 2013 tentang Pencrapan Taiz Kelala Perusahaan yang Baik (Geed Corporate
Governance) di Lingkungan PT Pupuk Tndonesia (Persero);

4.10, Pedoman Perilaku (Code of Conduef) PT Pupuk Indonesia {Persero);

4.11, Manual Direksi dan Dewaf Komisarls (Board Manual) FT Pupuk Todonesia {Persero).




Lampiran SK Direks! No : SK/DIR/047 (2015

Tentang Pedaman Penanganan Benturan Kepentingan
PT Pugak Indonesia {Persero)

Hal 4 darl 9

V. SITUASI DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

51 Situasi Benturan Kepentingan

a.

=~

i

r-

P B

Situesi yang memysbabkan pengeunazn aset, jabatan atau nama Perusahaan untuk
kepentingen pribadi atau golongan;

Situas] yang memberikan akses khusus kepada [nsan Perusahssn atau pihak tertendu
untuk tidak mengikuti prosedur dan keteptuan yang seharusnya diberlakukan;
Situasi yang menysbablan proses pengasvasan tidak sesuai dengan prosedur karena
adanye pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Penmsahaan dipergunakan
untuk kepentingan pribadi atau golongen;

Situasi perangkapan jabatan di beberape Perusahaan dan aten organisasi yang
memiliki hubungan lengsung 2tau pemanfatan suatu jabatan untuk kepentingan
pribadi atau golongan terkait jabaten jainnys;

Situssi yang menyebabkan Insan Peruszhaan menerima gratifikasi yang bertujuan
unfuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan pemangku Xewenangar;
mempengarubi pelayanan terkait dengen tugas, wewenang dan tanggung jawabrya;
mempengarubi  proses penerimaan, promosi, alau mutas! pejabat/pegawai;
mendapatican informasi, atau sesuaiy ha! yang tidek dibenarkan oleh ketentuan
penmdang-undangan yang berlaky, gtau untuk mempengarchi pthak dimaksud
untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu bal berkaitan dengan kedudukan
atau jabatannya

Situasi adanya hubungan afiliasi/kekeluargean antara Insan Perusghaan dengan
pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas kepufusan dan/atau tindakan Insan
Perusahaan sehubungan detgan jabatannya di Perusabaan;

Simasi adanya Insan Perusahaan yang memiliki hubungan sedarah atau hubumgan
perkawinan dengan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan;

Sitmsl edanya kepemiiikan saham secara jangsung maupun tidak langsung aleh
Insan Perusahaan beseris kelnarganya, baik bersama-sama steupim sendiri-sendiri,
dalam perusahaan !ain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan;

Sifuasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi icbib dari yang teizh
ditentukan Perusshaan, keistimewaal maupin petuang bagi calon penyedia
Barang/Yasa untuk menang delam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan;
Situasi bekerja iain di luar pekerjaan pokoknye, kecuali telah sesual dengan
ketentuan dan peraturan yaog beriaku di Perusahaan;

Situssi seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;

Situssi penggunasn pengarvh pada periode paska kerja (post employment),

GQituasi adanya keteslibaian langsung efau tidak langsung dalam pergelolaan
Perusahaan pesaing dan/atau Perusahasn mitra atau calon mitra lainnya.
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5.2. Peunyebab Benturan Kepentingan

a, Penyalahgumaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan ateu tindakan yang
tidak sesual dengan tujuen atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang
diberikan oleh ketentuan Perusahaan dan peraturan perandang-undangan;

h. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Perusahaan memegang jebatan lain yang memiliki
Benturan Kepentingan dengan Tugas dan tanggung jawab pokoknya pada
Perusahaan, sehingga tidak dapat menfalankan jabatannya secard profesional,
indspenden dan skuntabel;

¢. Cratifikasi, yaitu pembertian/penerimaan dalam @t lwas, yakni meliputi
pemberian/penerimaan ang, barang, tabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket pejalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilites fainnyz. Gratifikasi tersebut baik yeng diterima di dalam negeri
maupun di fuar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik , yang ditalukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan
wewenang/jabatannya Gl Perusshaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan
Kepentingan  yang mempengaruhi  indepeadensi, objektivitas, ~maupun
profesionalisme fsan Perusahasn;

4. Hubungan afitiesi, yaitu hubungan yang dimilikd oleh Insan Perusahasn dengan
pihak yang terkait dengan <atan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darab,
hubungan perkawinan maupun bubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi
keputusansya;

e. Kepentingan pribedi (vested interest) yaim keinginaw/kebutuhan Insan Perusataan
mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

VL PENCEGAHAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

6.1. Xomitmen dan Keteladanan v
Guna menghindari benturan kepentingan, Pejabat Perusahasn wajit’ mempergunakan
kewenangannya secara balk dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan
Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Perusahsan dan berbagai faktor
[afr

6.2. Partisipasi dan Keterlibatan Sehsruh Tnsan Pernsahaan
Haplementasi kebijakan untuk  mencegah benturan kepentingan membutuhkan
ketetlibatan seluruh Insan Perusahaan. Insan Perusahsan harus menyaderi dan
memahami masalah benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus
mencegah terjadinya benturan kepentingan.
Untuk mendorong partisipasi dan keleriibatan Insan Perusghaan, dilakukan upaya-upays
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Mempublikasikan Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingarn

Qecara barkale mengingatkan Insen Perusangan adanya Kebijakan dan Pedoman
Benturan Kepeniingan; '

Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahul;

Memberi pengarahan teniang bagaimana menangani benfuran kepentingan,

Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami
Kebitakan dan Pedoman Penanganan Benmran Kepentingan, termasuk juga kepada
pihak-pihak tnar yang berkaitan atau berhubusigan dengan Perusahaan.

VIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

7.1. Prinsip-Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

a.

Insan Perusahaan yang berpotensi ateu telah berada dalem situssi benturan
kepentingan wejib membuat dan menyampaikan Surat Pemyetaan Benturan
Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.

Insan Perusahaan yarg menyadari dirinya berpotensi atau telah berada dafam situasi
benturan kepentingan, depat mengundurkan diri dari tugas yang dapat menimbutkan
benturan kepentingan tersebul efall menutuskan uptuk fidak terlibat dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan tersebul.

Dengan pertimbangan fertentl yang semata-mata umuk kepentingan peruszhaan,
Direksi dapat memimta yang bersangkutan untuk tetap menjalanian tugas dan
tanggung jawabnya dalam kegiztan sebagatmana dimsksud butir 7.1.b di atas, tetapi
tideX teriibat dalem proses pengambilan keputusan.

7.2. Mekanisme Pelaporan Terhadap Benturan Kepentingan
Apabila teradi situasi benturan kepentingan, maka Insan Perusahaan wajib melaporkan
hal tersebut melaiui:

1
L

Atasan Langsung v

Penyampaian Surat Pernyataan Benturan Kepentingen kepada"Atasan Langsung
paling Jambat 5 (lima) hari sejak ferjadinya situssi/kondisi tersebut. Kemudian
Atasan Langsung mempelajasi sitzasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya
benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5
{lims) bari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut,

Sistem Pelaporen Pelanggaran / Whistle Blowing System (WBS)

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilakukan
apabila pelapar adalan Insan Perusahaan atau pibak-pihak latanya (pelanggan,
Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung,
nemun mengetahui poteosi atau telah terjadinya benfursn kepentingan di
Peruszhaan. Pelaporan mefalui Sistem Pejaporan Pelanggaran/Whistleblowing
System roengikuti Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowiig System
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yang ditetapkan Perusahaan. Pelaporan atas terjadinya benfuran kepeatingan, barus

flakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi afas suatu
kebijakan Perusahaan tertentn Staupun didasari oleh kehendak buruk/fitneh,
Perusahasn menjamin bahwa proses pelaporan  yeng dilakvkan oleh Insan
Perusahaan, maupun pilak kefiga akan dijaga kerabasiannyz.

#3. Sanksi Terhadap Benturan Kepeutingan

Pelanggaran terhadap ketentuan delam Padoman Benturan Kepentingan (Conflict of
Interess) int akan dikenekan sanksi sesuai dengan ketentusn dan peraturan yang beriaku

di Perusahaan.

VIHL LAMPIRAN

Surat Pernyafaan Beaturan Kepentingan dap Telaah Atasanu Langsung.
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LAMPIRAN

Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tenga di bawah ini :
~ Nama : |
- Jabatan 3 f
= Unit¥erja '

Menyateken dengan sebenamya memiliki benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaen
tindakan :

— Transaksi/Kegiatan
— 'Nilai Transaksi/Kegiaten
— Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena ity, dengan ini saya memutusken untuk :

1, Mengundurkan dir dari jabatan/penugasan/ pekerjan/ kegiatan dimaksud.

2. Tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam jabatan/penugasan/pekerjan/
kagiatan ditnaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar depat dipergunakan sesual dengan Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingat d Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Perserc).

Jakarta, .....-
Hormat saya,

Nama Jelas
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Hasij Telagh Atesan Langsung :

Keputusan Atasan Langsung

Jakarta, ......
Atasan Langsung

Nama Jelas
WNPP.
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